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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM 

PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu 

melaksanakan program literasi bagi masyarakat 

Indonesia; 

b. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan program literasi 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan 

bantuan pembiayaan dari Pemerintah Pusat; 

c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum 

Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 

2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan 
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Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan masih terdapat kekurangan dan belum 

dapat menampung kebutuhan hukum dalam melakukan 

penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga perlu 

diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan; 

     

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192); 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1745); 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 

2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN 

DAN KEBUDAYAAN. 

.   

Pasal I 

Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum 

Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum 

Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 653) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 3 

(1) Penerima Bantuan di lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan meliputi: 

a. perseorangan; 

b. komunitas budaya; 

c. satuan pendidikan/lembaga yang 

diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat; 

d. lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang 

bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan; 

e. pemerintah daerah dalam melaksanakan 

urusan pendidikan dan kebudayaan;  

f. lembaga nonstruktural/kelompok kerja yang 

dibentuk oleh pemerintah yang melaksanakan 

urusan pendidikan dan kebudayaan; dan 

g. badan usaha. 

(2) Penerima bantuan perseorangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:  

a. peserta didik; 

b. pendidik dan tenaga kependidikan; 

c. pelaku seni dan budaya; 

d. penemu cagar budaya; 

e. pemerhati pendidikan; dan 

f. peneliti bidang pendidikan dan kebudayaan. 

(3) Komunitas budaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. komunitas tradisi; 

b. komunitas kepercayaan; 

c. komunitas seni; 

d. komunitas sejarah; dan 

e. komunitas sastra. 

(4) Satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan 

oleh pemerintah/masyarakat penerima bantuan 

yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan 

kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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